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“ANALISIS DESENTRALISASI FISKAL DAN KEMANDIRIAN KEUANGAN 
DAERAH DI KABUPATEN SIDOARJO, KABUPATEN PACITAN, DAN 
KABUPATEN MADIUN MENUJU OTONOMI DAERAH” 
ABSTRAKSI 
Dengan adanya UU No.22 tahun 1999 yang mengatur perlimpahan 
wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah serta 
UU No.25 tahun 1999 yang mengatur pierimbangan keuangan antara pusat dan 
daerah selayaknya Jawa Timur menggembangkan sumber daya lokal dan 
menggurangi ketergantungan dari pusat . 
Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kemandirian suatu daerah 
pada  Daerah Sidoarjo, Pacitan, Madiun. Analisa yang digunakan adalah analisa 
kuantitatif, yaitu analisa yang sifatnya menjelaskan secara uraian atau dalam bentuk 
kalimat-kalimat dan analisa kualitatif, yaitu analisa dengan menggunakan rumus-
rumus dan analisa pasti. Analisa kuantitatif meliputi analisa derajat desentralisasi 
fiskal (tingkat kemandirian daerah) sehingga dapat menggetahui di kabupaten 
Sidoarjo, Pacitan dan Madiun memiliki kemandirian fiskal. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa derajat desentralisasi fiskal rata-rata 
menunjukan rendah sekali. Pola hubungan yang terjadi antara pemerintah pusat 
dengan pemerintah di 3 kabupaten adalah pola hubungan intruktif dan konsultatif 
sehingga dapat di katakan selama periode 2010-2011 penelitian 3 Kabupaten tersebut  
belum mampu membawa daerahnya untuk mandiri. 
Kata kunci: Indeks Pendapatan Asli Daerah, Indeks Bagi Hasil Pajak dan Bukan 
Pajak, Indeks Sumbangan Bantuan 
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1.1 Latar Belakang 
Reformasi yang digulirkan di negeri ini memberikan arah perubahan yang 
cukup besar terhadap tatanan pemerintahan di Indonesia. Salah satu perubahan 
tersebut adalah lahirnya kebijakan otonomi daerah yang mengatur hubungan 
pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kebijakan tersebut memberikan 
angin segar terhadap sistem sentralistik yang  dinilai tidak adil dalam pelaksanaan 
pembangunan. Otonomi daerah memberikan pelimpahan kewenangan dari 
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan pelayanan dan 
pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 
Kebijakan ini memberikan ruang bagi pemerintah daerah dalam membangun dan 
mengembangkan daerahnya secara mandiri. 
Otonomi daerah merupakan salah satu instrumen yang dinilai efektif 
dalam pelaksanaan pemerataan pembangunan di tiap daerah, yang harapanya 
 terjadi efisiensi dan keefektifan dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah serta 
mampu menjadi solusi atas ketimpangan antar daerah yang dianggap sebagai 
dampak dari sistem sentralistik yang kurang adil. Kebijakan tersebut memberikan 
kesempatan kepada daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan dan pelaksanaan 
pembangunan dalam mengejar ketertinggalannya dari daerah lain sesuai dengan 
kewenangan yang diaturnya. Implikasinya  terhadap daerah adalah menjadikan 
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daerah memiliki peran yang penting dalam mengatasi  masalah pemerataan 
pembangunan dan pengelolaan kepemerintahan secara mandiri. Sebagai pelaksana 
utama pembangunan didaerahnya, daerah memiliki kewajiban dalam 
melaksanakan program-program pembangunan yang memiliki dampak terhadap 
kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini sesuai dengan amanat Pemerintah Daerah 
bahwa Daerah memiliki kewenangan dalam mengelola daerahnya sendiri secara 
mandiri dan bertanggung jawab terhadap kepentingan masyarakatnya sesuai 
peraturan perundangan. 
Pada prinsipnya kebijakan otonomi daerah ini adalah untuk mendukung 
pembangunan nasional di negeri ini demi tercapainya pemerataan kapasitas daerah 
dari berbagai aspek. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangannya dalam menjalankan otonomi seluas-luasnya  
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Salah satu wujud pelaksanaan 
otonomi daerah ini adalah dengan adanya otonomi dalam aspek pengelolaan 
keuangan daerah yang disebut otonomi fiskal atau desentralisasi fiskal. 
Pemerintah daerah diberikan sumber- sumber keuangan untuk menyelenggarakan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Desentralisasi 
fiskal memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola keuangan 
daerahnya. Daerah diberikan kewenangan dalam menggali sumber-sumber 
penerimaan sesuai dengan potensi yang dimiliki. 
Prinsip dari desentralisasi fiskal tersebut adalah dimana pemerintah daerah 
mendapat kewenangan dalam melaksanakan fungsi pelayanan dan pembangunan 
di daerahnya. Pemerintah pusat memberikan dukungan dengan menyerahkan 
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sumber-sumber penerimaan kepada daerah untuk dikelola secara optimal agar 
mampu membiayai daerahnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. 
Disamping pemerintah pusat juga memberikan dana transfer yang dapat dikelola 
daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tujuannya 
adalah untuk mengatasi ketimpangan fiskal dengan pemerintah pusat dan antar 
pemerintah daerah lainnya. Untuk meminimilaisir ketergantungan Pemerintah 
Daerah kepada Pemerintah Pusat melalui dana transfer tersebut, daerah dituntut 
dapat mengoptimalkan kemampuannya dalam menggali potensi pendapatannya. 
Sumber keuangan daerah baik propinsi, kabupaten, maupun kotamadya adalah 
sebagai berikut : 
1. Penerimaan Asli Daerah 
2. Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak 
3. Bantuan Pusat (APBN) untuk daerah tingkat I dan tingkat II 
4. Pinjaman Daerah 
5. Sisa lebih anggaran tahun lalu 
6. Lain-lain penerimaan daerah yang sah. 
Pada prinsipnya kebijakan desentralisasi fiskal mengharapkan 
ketergantungan daerah terhadap pusat berkurang, sehingga mampu mencapai 
kemandirian daerah sebagaimana tercapainya tujuan otonomi itu sendiri. 
Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi sumber keuangan terbesar yang 
didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Idealnya 
semua pengeluaran daerah dapat dipenuhi dengan menggunakan Pendapatan Asli 
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Daerah (PAD) sehingga daerah dapat benar-benar otonom, tidak lagi tergantung 
ke pemerintah pusat. Dengan demikian Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki 
peran yang sangat sentral dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. 
Perimbangan Keuangan Antara Pusat Daerah disebutkan bahwa PAD 
bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah Daerah untuk mendanai 
pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan 
desentralisasi. PAD sebagai salah satu peneriamaan daerah mencerminkan tingkat 
kemandirian daerah. Semakin besar PAD maka menunjukan bahwa daerah 
mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap 
Pemerintah Pusat berkurang. Namun demikian kebijakan-kebijakan desentralisasi 
fiskal yang ada tidak sertamerta dapat membangun kemandirian daerah dengan 
cepat. (Anonim,2012) 
1,2 Perumusan Masalah 
1. Bagaimana tingkat kemandirian fiskal pada Kabupaten Sidoarjo, 
Kabupaten Pacitan, Kabupaten Madiun? 
2. Apakah ada perbedaan kemandirian fiskal antar Kabupaten Sidoarjo, 
Kabupaten Pacitan, Kabupaten Madiun? 
1.3 Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui tingkat kemandirian fiskal pada Kabupaten Sidoarjo, 
Kabupaten Pacitan, Kabupaten Madiun. 
2. Untuk mengetahui perbedaan kemandirian fiskal antar Kabupaten 
Sidoarjo, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Madiun. 
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1.4 Manfaat Penelitian 
 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut: 
1. Dapat memberi informasi dan sebagai sambungan pemikiran terhadap 
pembuat kebijakan dalam hal pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten 
Pacitan, Kabupaten Madiun dalam menetapkan kebijakan dalam 
ketenagakerjaan industri dalam meningkatkan keterampilan tenaga kerja 
bagi porsi yang tepat dalam memilih alternative. 
2. Sebagai bahan untuk penelitian selanjutnya bagi penulis atau peneliti yang 
mengambil topik pendapatan asli daerah yang terkait dengan Indeks 
Desentralisasi Fiskal. 
3. Sebagai bahan untuk menambah wawasan dan pembendaharaan literature 
perpustakaan UPN “Veteran” Jawa Timur. 
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